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Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
berternpat di Semarapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Klungkung yang berkedudukan dan
berkantor di Jalan Fiamboyan Nomor 40
bertindak ata$ nail1a serta sah mewakili Rumah
Sakit Um'um Daerah l(abupaten lfiungkung,
selanjutnya disebut "PIHAI( PERTAMA"..........

2 I MADE SUI{AABAUIA, SE : Lurah Semarapura lflod yang berkedudukan
dan berkantor di Jalan Jempiring No 12,
Semarapura, bertindak atas nama. serta sah
mewakili Kelurahan Semarapura Klod
Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut
"PIHAK KEDUA'.

PIHAK PTRTAMA dan PIHAK KTDUA selanjutnya disebut PARA PIHAN, sepakat
untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembinaan Posyandu dan
Pembinaan Kelompok Pendukung Asi (KP-ASI) di Kelurahan Semarapura Klod,
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan hal- ha1 tersebut diatas, PARA PII{AK dengan ini sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut:

Pasal 1-

DASAR PERJAIIJIAN

1) Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan {Lembaran Negara

Eeptthltk Lndqnesja Tahun, ?AQQ No.$ro{ 144, Taruhaha r Lery-t"b^ara

Republik Ind"onesia Nomor 5063);
2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOq Nomor L53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O72l.;

3) Peraturan Bupati Klungkung Nomor l- Tahun 2OI4 Tentang Petunjuk Teknis
Kerja Sama Pada Badan layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;

Pihak Pertam , L!
Pihak kedua 'I,

I



4| Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuarlgan Barian Layanzul Umurn Daerah;
Kesepakatan Bersama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Klungkung dengan Kelurahan Semarapura Klod dengan Nomor :

075/591/RSUD/2015, Nomor 4701300/SP Kl0Dtentang Pembinaan
Posyandu dan Pembinaan Keiompok Pendukung ASI {KP-ASI) di Kelurahan
Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud tserjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pembinaan
Posyandu dan Pembinaan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) di Kelurahan
Semarapura Klod.
?ujuan Perjanjian Keq'asama ini adalah meningkatkan Cakupan Pelayanan dan
IVIUtu Pe-layanan di Rumah Sakit Umum Daer-ah Kabupaten Klungkung da-lam
hal Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI).

Pasal 3
OBYEK DAil RUAISG LIISGKUP

Obyek kerjasama ini adalah Ibu hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, Bayi dan
Batita di Kelurahan Semarapura Kauh.
Ruang lingkup dalam penyuluhan meliputi :

a. Promosi Pemanfaatan ASI
b. Pcrawatan Payudara
c. Demontrasi Menyusui
d. Kegiatan lain KP-ASI
e, Tlimbuh kembang anak
f. Asupan Gizi yang baik

Pasal 4
HAI( DAN KEITAJIBAI{

HAK PIHAK FTIYTAMA
1) PII{AK PERTAMA berhak mengikuti kegiatan Posyandu lbu, Anak, Batita;
2i Berhak atas tempat dan fasilitas yang ada;
3) Berhak mempromosikan pemanfaatan ASI"
4! Berhak melaksanakan penyuluhan tentang ASI dan tumbuh kembang pada
anak
5) Mendemontrasikan cara menyusui yang benar
6) Mendemontrasikan tentang pola asupan Gizi yang baik;
7) Kegiatan lain dalam KP-ASI
HAK PIHAK I(TDUA
1) PIHAK KEDUA menerima jadwal Posyandu Ibu dan Anak;
2) Berhakuntuk dapat mengikuti Penyuluhan layanan Posyandu
3) Berhak mendapatkan layanan posyandu

Kewajiban PIHAK PERTAMA
1) Mengikuti jadwal Posyandu ]rang telah ditetapkan.
2) Memberikan pembelajaran atau penyuluhan tentang ASI, pola tumbuh

Pihak Pertama
Pihak kedua
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kembang anak
3) Wajib memberikan layanan posyandu

rf. Kewajiban PIIIAK KEDUA
1) PIIIAK KEDUA wajib memberikan ijin penyuluhan
2) wajib menyediakan tempat dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan

Pasal 5
MASA BERLAIIUITYA PERIAIIrIIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya dimulai
sejak tanggal O7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 0] Januari 2O25 dan
dapat diperpanj ang kembali ;

Surat Perjanjian kerjasama ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh
masing-masing pihak, setelah sebelumnya salah satu pihak memberitahukan
terlebih cl,ahulu fuepada pihak lainnya sesera terttlli$;
Dalam hal addendum dilakukan sebelum masa berlaku perjanjian berakhir,
maka masa berlakunya addendum Perjanjian kerjasama dihitung mulai
tanggal addendum dan berlaku selama 3 (tiga) tahun
Selama peninjauan kembali perjanjian kerjasama ini, ketentuan dalam
perjanjian kerjasama ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan
perubahan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 6
E'ORCE 1IfiA.'TURE

Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut Pihak
lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Pedaqiian
ini atau menga-nggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian ini apabila
pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-
ketentuan Perjaqiian ini karena adanya Force Mqjeure.

Force Majeure adalah: Kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan
pesawat terbang, kerusuhan, pemogokan, kejahatan, huru-hara, terorisme
dan sabotase, perang (terduga atau pun yang tidak terdugai akiirat dari
keputusan Pemerintah Pusat atau setempat, tertabrak kendaraan bermotor,
allgrn topan, badai, banjir, gempa bumi, tanah loRgsor, erosif abrasi,
penurunan tanah, dan lain-lain yang timbul diluar kekuasaan Para Pihak
dalam Perjanjian ini. Adanya Force Majeure harus selalu ditetapkan atau
disetujui dan dilengkapi dengan keterangan dari Instansi yang berwenang
atau keterangan dari media massa. Pihak yang tidak dapat melaksanakan
kewqiibannya karena timbulnya Force Majeure tersebut harus segera
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- larnbatnya
tujuh (7) hari setelah kejadian dan Kedua Belah Pihak secara bersama-sama
harus melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan
Force Mqjeure sehingga pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjaqiian ini
dapat dimulai dengan segera.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1l Tidak satu pihak pun dalam Perjanjian ini dapat mengajukan tuntutan

Pihak Pertam , C
Pihak kedua A
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dipengadilan ikecuali tuntutan di pengadilan untuk mendapatkan putusan
sela) berkenaan dengan suatu perselisihan yang timbul dar ateu yang
berli,ubungan clerlgan Ferjaqiian ini kecuali apabila ia telah rlleurelruhi pasal
ini.
Suatu pihak yang mengaku bahwa suatu perselisihan telah terjadi harus
memberitahukan kepada pihak lainnya dengan memberikan secara tertulis
rincian mengenai perselisihan itu.
Selama jangka walctu 28 hari setelah suatu pemberitahuan diberikan menurut
ayat 2 {atau suatu jangka waktu lebih lama yang disetujui secara tertulis}, Para
Pihak harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan perselisi.han
tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, setiap dan segala perselisihan
yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Badan
Fengadilan berwenang di wilayah Republik Indonesia.
Atas tedadinya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, tidak
clengan sendirinya melepaskan haik PIHAN PERTAIfA atarl PIIIAK KEDUA
dari kewajiban apapun menurut Perjanjian ini.PII{AK I{EDUA harus terus
memenuhi kewajiban pembayaran kepada PIIIAK PERTAilIA menurut
Perjanjian ini.

Pasal 8
PERUBAI{AN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu
*^;^*j.!^* *^-."1*^L^q *lnrr +^*L^L^* /^.l.I^*"tr".*\ ,li+^*-^*.: ^1^1^ tttt rl DTltAEr

dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paral 9
PELAKSAITAAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pemyataan-
pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah
satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjixr ini, harus dilakukan
secara tertulis dan disampaikan seeara langsung, atau melalui email dan
dtalamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
Jalan Flamboyan Nomor 40 Klungkung
Teipon ('i3tlb) 2i i72 trax (036oj 2i'37 i
Kontak person 1 : Ni Wayan Sutasning, A. Md. Keb
Nomor Hp
Jabatan
Email

Telpon
Tx"-- *.:IlilIraT.lr

0857375182 18
Sekretariat GRSSIB
rsud. kab. klungkung@gmail. com

PII{AI( KTDUA
Lurah Semarapura Kauh
Alamat :J1. Jempiring No 12, Semarapura

:(0366) 2t3s4
rs ei rr a i'a p u i.akiotj ite i u i a ir a ri @ gi'r i a ii. ct,il i

Pihak Pertama
Pihak kedua w
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Pasal 1O

PET{UTUP

Segala ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian ini dan perubahannya
yartg belum diatur akan diatur tersendiri dan merupakan ketentuan yang
mengikat dan tidak terpisahkan dari Pedanjian ini.
Perjqqiian keriasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarapura pada hari,
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan
Bersama dalam rangkap 3 {tiga}, masing-masing sarna bunyinya, bermaterai
cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTA}TA

dr. I I{ENGAH WII{A?A, Sp. B-IIBD ,wa, sE

{2i

Pihak Pertam ^ A
Pihak kedua +

\


